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  Adapun tujuan dari   implementasi alokasi dana desa (ADD) ini adalah 
untuk: 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melakukan 
pelayanan pemerintah, pembanggunan, dan kemasyrakatan seseuai 
kewenangannya 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di 
desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara 
partisipatif sesuai dengan potensi desa. 3) Meningkatkan pemerataan 
pendapatan kesempatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi 
masyarakat desa. 4)  Mendorong peningkatan swadaya gotong royong 
masyarakat desa. Studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian 
menegenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu 
kebijakan. 5) Kebutuhan sarana dan prasaran harus terprogram sesuai denga 
kebutuhan desa. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi 
Kebijakan Alokasi  Dana Desa (ADD) Pada Pemerintahan Desa Wadukopa 
Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. dan factor -faktor pendukung dan 
penghambat implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada  
Pemerintahan Desa Wadukopa kecamatan soromandi Tahun 2020. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripstif. 
Tehnik pengumpulan data mengggunakan observasi, dokumentasi dan 
wawancara. 
 Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi penggunaan anggaran 
dana desa di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima memiliki 
anggaran dana sebesar Rp 814.323.646 dan pengalokasian dana desa yang 
diterima sebesar  Rp. 813.673.646 anggaran tersebut digunakan untuk 
infrastruktur desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam proses 
penyusunan rencana kegiatan dan implementasi kebijakanAlokasi Dana Desa 
(ADD) yang di alokasikan oleh pemerintah Kabupaten Bima telah memenuhi 
pencapaian dan tujuannya. Pengelolaan pemerintahannya sangat baik dan 
sistem pelaksanaanya dilakukan kerja sama yang progres dengan masyarakat 
pada umunya. Pada proses pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat 
dilaksanakan dengan baik dimana proses pembangunan fisik maupun non fisik 
dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa Wadukopa sesuai dengan kebutuhan 
masyarakata Desa Wadukopa. 
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1.1 Latar belakang 
 Secara yuridis formal, keberadaan Desa diakui dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi 
pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang 
diakui dan di hormati dalam sistim pemerintah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Pemaham Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi 
pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus 
dan mengatur warga atau komunitasnya (Kiran, 2016: 1). 
 Dengan posisi tersebut, desa memiliki peran yang sangat penting dalam 
menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas desa menjadi garda 
terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari 
pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk 
Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60% atau 
sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di 
kawasan pemukiman pedesaan. Pembangunan Desa menjadi sangat logis 
apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan 




 Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak atas usul, dan atau hal tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Agussalim, 
2018 : 1) 
 Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu 
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan. 
 Dasar hukum Alokasi Dana Desa yaitu Undang-undang 1945, 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 81 Dan 82), Peraturan Menteri 
dalam Negeri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
(Agussalim, 2018 : 1), kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati 
Bima Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran 
alokasi dana Desa di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima 
tahun anggaran 2019. 
 Secara khusus Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 bahwa 
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
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Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menetapkan landasan yang jelas 
dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa antara 
lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yang 
berkenaan dengan desa.  
 Pelanggaran terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 
2014 tentang Desa terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
desa sudah sering terjadi di Indonesia, salahsatunya yaitu Berdasarkan hasil 
pemantauan Indonesia Corruption Watch ( ICW) sejak tahun 2015 hingga 
Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahun. "Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 
184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar (Unjirin, 
2020: 4) 
 Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk: 1) 
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan 
pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai 
kewenangannya .2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di 
Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara 
partisipatif sesuai dengan potensi desa. 3) Meningkatkan pemerataan 
pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat 6 
desa. 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. 
Studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi 
kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan 
Unjirin, 2020: 5) 
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 Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses 
yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya 
intervensi berbagai kepentingan. Kamus Webster dalam Wahab (1997:86) 
mengartikan implementasi sebagai “to provide the means for carrying out 
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effects to 
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)”. Implementasi berarti 
menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu kebijakan dan dapat 
menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. (Agustino 2008: 158), 
implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah cara agar 
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan kurang. 
 Desa Wadukopa adalah salah satu Desa yang ada di Kabupaten Bima 
yang menerima dana alokasi desa untuk pembangunan dan pengelolaan 
Sumberdaya manusia di Desa Wadukopa. Keterbatasan Sumberdaya manusia 
menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam 
mengelola dan menentukan program pembangunan dan pengelolaan dan desa 
oleh pemerintah Desa Wadukopa. Sumber (Hasil Observasi peneliti, 2 
Desember 2020). 
 Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka dan pilihan 
langkah yang ada, dengan langsung mengimplementasikan dalam 
program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari 
kebijakan publik tersebut. Van meter dan Van Horn (Agustino 2008). 
Membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 
oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 
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pemerintah atau swasta yang diarahkan terhadap tercapainya tujuan-tujuan 
telah digariskan dalam keputusaan kebijaksanaan (Unjirin, 2020: 6) 
 Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah 
keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan oprasional dalam kurun 
waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk 
mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh 
keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa 
tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan 
sasaran-sasaran ditetapkan atau diidententifikasi oleh keputusan-keputusan 
kebijakan. 
 Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang 
diatas menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan 
judul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Wadukopa 
Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tahun 2020” 
1.2 Rumusan Masalah 
 Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai 
berikut: 
1 Bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada     
Pemerintahan Desa Wadukopa kecamatan soromandi Tahun 2020? 
2 Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi 
kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada  Pemerintahan Desa Wadukopa 




1.3 Tujuan Penulisan 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa 
(ADD) Pada Pemerintahan Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi 
Kabupaten Bima. 
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat 
implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintahan 
Desa Wadukopa kecamatan soromandi Tahun 2020. 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat dari penelitian ini, yakni sebagai berikut: 
1.4.1 Manfa‟at Teoritis 
a. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 
pembaca terkait Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) 
Pada Pemerintahan Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi 
Kabupaten Bima. 
1.4.2 Selain dari itu, peneliti dapat memperluas cakrawala berfikir secara 
komprehensif dan dapat memahami berbagai ilmu terkait didalamnya 
tentang implementasi kebijakan pemerintah. 
1.4.3 Manfa‟at Praktis 
a. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti yang melakukan 
penelitian di masa yang akan datang. 
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b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 
dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka 
menerapkan ilmu yang di peroleh di bangku perkuliahan. 
1.4.4 Manfaat Akademik 
Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu 
Pemerintahan (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, fakultas 






















2.1 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan 
selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya 
disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan serta 
menunjukan orisinalitas dari penelitian. 
Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti bahwa penelitian 
dianggap terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun penelitian 
terdahulu yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Jurnal Penelitian Terdahulu 
No
. 









Penelitian ini merupakan isi 
dari hasil analisis data 
danfakta yang didapatkan 
dilapangan sesuai dengan 
teori yang digunakan dalam 
penelitian ini. penelitian ini 
menggunakan teori 
implementasi kebijakan 
publik menurut Van Meter 
dan Van Horn dalam 
subarsono (2016). 





kebiajakan  alokasi 
dana Desa (ADD) 
dalam meningkatkan 
pembangunan Desa 
Dalam penelitian terdahulu 
menyebutkan bahwa hasil 
penelitianya 
mengungkapkan, semuanya 
berjalan cukup baik dan 




yang meneliti tentang 
kebijakan (ADD) dalam 
peningkatan pembangunan 
Desa di Desa mojoranu  
kecamatan soko kabupaten 
mojokerto terbukti dengan 
presentase 70% terhadap 
pembangunan Desa. 









Desa (ADD) di Kecamatan 
Geyer Kabupaten Grobogan 
berjalan cukup lancar. Hal 





penyelesaian setiap kegiatan 










kebijakan dana Desa 
Implementasi Dana Desa 
diDesaGumelem Kulon 
KabupatenBanjarnegara 
belum berjalan secara 
optimal 
dikarenakanprioritaspenggun




masyarakat, baru fokus 
terhadap pembangunan 
infrastruktur saja. 





2.2 Kebijakan publik 
Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh 
individu atau sekelompok actor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih 
serta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana putusan tersebut 
masih berada dalam batas-batas kewenangan aktor tersebut. 
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijakan diartikan sebagai 
pedoman untuk bertindak. Pedoman itu dapat berupa amanat sederhana atau 
kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, 
kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam makna ini 
mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman dalam 
bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai 
aktivitas-aktivitas tertentu, ataun suatu rencana (Ali, 2006: 4). 
Menurut Lasswell dan Kaplan dalam Ali (2006: 4), menjelaskan 
arti kebijakan sebagai: “a projected of goals values and practices” “suatu 
program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan prakter-prakter terarah”. 
Sementara itu, menurut Carl J. Friedrich  kebijakan adalah serangkaian 
tindakan yang diusulkan seseorang, kelempok atau pemerintah dalam 
suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan 
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam 
rangka mencapai tujuan (Ali, 2006:4). 
Menurut konsep Friedrich dan Andersondalam Ali (2006:5), 
kebijakandiartikan sebagai : 
Maka dengan demikian mendalilkan bahwa perhatian kita dalam 
pempelajari kebijakan pemerintah suatu Negara ini seyogyanya 
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diarahkan pada apa senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan 
bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Di samping itu, konsep 
tersebut juga membedakan secara tegas antara kebijakan dan 
keputusan yang mengandung arti pemilihan diantara sejumlah 
alternative yang tersedia. 
Selanjutnya, Raksasataya dalam Ali (2006:5), mengemukakan 
kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan dalam 
mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga 
elemen yaitu: 
a) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai 
b) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuang 
yang diinginkan 
c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara 
nyata dari taktik atau strategi. 
2.3 Implementasi Kebijakan 
Menurut Meter dan Horn dalam Akib (2010:2), implementasi kebijakan 
merupakan tindakan yang dilakukan  (organisasi) pemerintah atau swata baik 
secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai 
suatu tujuan. 
Dalam penelitian Nakamura tentang, Policy Implementation: Topic In 
American Politic. Implementasi adalah apa yang seharusnya terjadi setelah 
kebijakan dibentuk. Hal ini sering menjadi bagian yang menarik dari proses 
pembuatan kebijakan karena merupakan titik dimana ide-ide seharusnya 




T.B.Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, selanjutnya 
kebijakan atau program tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya 
sedapat mungkin harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuatan 
kebijakan (Akib, 2010:3). 
Secara praksis implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat 
kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Implementasi 
kebijakan sangat diperlukan, karena pada tahap itulah dapat dilihat 
“kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi 
kebijakan atau program. 
Agar suatu proses implementasi kebijakan dapat mewujudkan tujuan 
yang diinginkan, maka menurut Darwin dalam Monalisa (2017:18), ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam persiapan proses implementasi 
kebijakan. Dalam hal ini, setidaknya ada empat hal penting dalam proses 
implementasi kebijakan, yakni pendayagunaan sumber, perlibatan orang atau 
sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, 
dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik. 
Sedangkan menurut Jones dalam Riantor (2010: 29), aktivitas 
implementasi kebijakan public melibatkan tiga hal, yakni: Pertama, aktivitas 
pengorganisasian merupakan suatu upaya menetapkan dan menatap kembali 
unit-unit, dan model-model yang mengarah pada upaya mewujudkan 
kebijakan menjadi hasil (outcome) sesuai dengan sasaran kebijakan. Kedua, 
aktivitas interpretasi merupakan aktivitas yang menjelaskan subtansi dari 
suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, 
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sehingga subtansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku 
dan sasaran kebijakan.Ketiga, aktivitas aplikasi (application) merupakan 
akitivitas penyediaan sarana secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai 
dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. 
Implementasi kebijakan yang efektif dapat dipahami dan dianalisis 
dengan menggunakan berbagai model implementasi kebijakan. Diantaranya 
Quade dalam Akib (2010: 4), memberikan gambaran bahwa terdapat empat 
variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan 
public, yaitu: 
a) kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar 
orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkannya. 
b) Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi 
pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah 
untuk memenuhi kebutuhannya. 
c) Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan 
kerja birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasi
kebijakan. 
d) Faktor lingkungan, yaitu elemen system dalam lingkungan yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan.  
Van Meter dan Van Horn dalam Riyanto (2010: 32), mengajukan 
model mengenai implementasi kebijakan. Dalam model ini Van meter dan 
Van horn dalam teorinya mendasarkan pada argumen bahwa 
perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh 
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sifat kebijakan yang akan dilaksnakan. Kemudian ditegaskan pula bahwa 
perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep 
yang sangat penting dalam prosedur implementasi. 
Van meter dan Van horn dalam Monalisa (2017:22), 
mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan 
implementasi kebijakan yaitu: 
a) Standar dan sasaran kebijakan, 
b) Sember daya, 
c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 
d) Karakeristik agen pelaksana, 
e) Sikap para pelaksana, dan 
f) Lingkungan ekonomi sosial dan politik. 
Menurut Edward III dalam (Akib,2010:2), faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan yakni sebagai berikut: 
1. Komunikasi 
2. sumber daya 
3. sikap birokrasi atau pelaksana,dan  
4. struktur organisasi 
 Komunikasi 
Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain 
menginterprestasikan suatu ide/ gagasan, terutama yang dimaksudkan 
oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu sistem yang biasa (lazim) 
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baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku (Wardhani, 
Hasiolan,  &  Minarsih,  2016). 
 Sumberdaya 
Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan 
sumberdaya (manusia, materi, dan metode). Pelaksanaan kebijakan 
publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi  jika  
para  pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan,maka 
pelaksanaaan kebijakan  akan cenderung  tidak dapat  dilaksanakan  
secara efektif. 
 Disposisi atau sikap dari pelaksana 
Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  
pelaksana  kebijakan,  seperti komitmen,  disiplin,  kejujuran,  
kecerdasan,  dan  sifat  demokratis  (Wahab,  2010). Apabila pelaksana 
kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan 
menjalankan kebijakan  dengan  baik,  sebaliknya  apabila  pelaksana  
kebijakan  memiliki  sikap  atau  cara pandang yang berbeda dengan 
maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses 
pelaksanaan  kebijakan  tersebut tidak  akan  efektif  dan  efisien. 
Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan  
atau hambatan  terhadap pelaksanaan kebijakan tergantuk dari 





 Kewenangan / Struktur Birokrasi 
Kewenangan merupakan otoritas / legitimasi bagi para pelaksana 
dalam  melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik (Afandi 
& Warjio, 2015). Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi 
yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai 
pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya 
tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures 
(SOP) dan fragmentasi organisasi. 
2.3.1 Konsep Alokasi Dana Desa 
Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang 
diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh 
kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 
bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang 
bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 
yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% 
(sepuluh persen). 
Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di 
Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia 
secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang 
disebut dengan desa. 
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Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, decayang 
berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.Dari perspektif 
geografis, desa atauvillagediartikan sebagai „a group of houses and 
shops in a country area, smaller than a town‟.Desa atau udik, menurut 
definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area 
perdesaan (rural). 
Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif 
di Indonesia di bawah Distrik, yang dipimpin oleh Kepala Desa, 
sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur, disebut Kepala Kampung 
atau Petinggi. Konsep pembangunan Desa: Pembangunan desa 
merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di 
pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat 
yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya 
gotong royong. Indikator keberhasilan pembanguna desa pada dasarnya 
adalah perbaikan dalam kondisi kehidupan masyarakat secara 
keseluruhan, karena pembangunan senantiasa merupakan proses 
perbaikan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik. 
2.3.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD 
Adapun prinsip-prinsip pengelolaan ADD sebagai berikut: 
a. Berpihak kepada kelompok masyarakat. 
Orientasi pengelolaan baik proses pengambilan keputusan dan 




b. Transparan  
Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka/transparan 
sehingga dapat diketahui, diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak. 
c. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)  
Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
dengan tertib administrasi keuangan serta tujuan dan sasaran pemberian 
bantuan. 
d. Partisipatif  
Masyarakat berpartispfasi secara aktif dan terlibat langsung dalam 
proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan 
pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan. 
e. Demokrasi  
Setiap penentuan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberian 
bantuan ini di lakukan secara musyawarah mufakat berdasarkan prinsip 
dari, oleh dan untuk masyarakat. 
f. Berkelanjutan  
Hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta 
dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. 
g. Efektif  
Kegiatan yang dibiayai dari bantuan hasilnya harus sesuai dengan 






Penggunaan bantuan Desa/Kelurahan harus dapat memberikan 
keluaran yang maksimal. 
2.3.3 Sasaran dan Bentuk Kegiatan ADD 
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan yang langsung 
diberikan kepada desa yang digunakan untuk membiayai program 
pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan 
pemberdayaan masyarakat yang meliputi kegiatan sebagai berikut: 
a. Biaya operasional pelaksana teknis kegiatan. 
b. Biaya operasional pemerintahan desa. 
c. Biaya operasional badan permusyawaratan desa. 
d. Penguatan kelembagaan desa (LPM, PKK dan Karang Taruna). 
e. Kegiatan pemberdayaan masyarakata fisik dan non fisik. Sedangkan 
bentuk-bentuk kegiatan Alokasi Dana Desa meliputi: 
 Kegiatan-kegiatan yang dapat memicu peningkatan penghasilan 
masyarakat baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. 
 Penyediaan dan pengembangan fasilitas kelembagaan dan usaha 
produktif masyarakat. 
 Pelatihan bagi aparatur desa/kelurahan maupun kursus atau 
keterampilan kerja bagi masyarakat. 
Kebijakan pelaksanaan ADD pada prinsipnya jenis kegiatan yang 
dapat dibiayai melalui Alokasi Dana Desa bersifat terbuka untuk 
membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan 
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pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Jenis kegiatan yang di 
lakukan tersebut harus didukung dengan adanya perencanaan kegiatan, 
jadwal kegiatan, dan organisasi pelaksanaan serta pelestariannya. 
2.3.4 Kebijakan Alokasi Dana Desa Membangun Masyarakat Sejahtera 
Dalam membangun masyarakat sejahtera Islam memiliki konsep 
tersendiri dimana di dalam konsep tersebut harus terdapat lima unsur 
maqashid syariah dan tidak boleh bertentangan dengan unsur tersebut 
dikarenakan jikalau melanggar dari lima unsur maqashid syariah akan 
membawa keburukan yang besar dan tidak akan bisa membangun 
masyarakat yang sejahtera. 
2.3.5 Pemerintahan Desa 
Pemerintahan  Desa  menurut  Widjaja  (2003:3)  diartikan  sebagai  
penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  merupakan  subsistem  dari  sistem  
penyelenggaraan  Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan  
untuk  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa 
bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan 
menyampaikan laporan pelaksanaan  tersebut  kepada  Bupati.  
Pemerintah Desa  terdiri  dari pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). 
Pemerintah Desa yang dimaksud  terdiri dari  Kepala Desa  dan  
Perangkat  Desa.  Sesuai  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  
dengan  tentang  Desa  dijelaskan  bahwa  Badan  Permusyawaratan  
Desa  adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
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anggotanya merupakan wakil dari penduduk  Desa  berdasarkan  
keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara  demokratis. Anggota 
Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara 
demokratis (UU No. 6 2014 Pasal 56). 
 





























3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan (Moleong, 2018: 6). 
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat 
kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun didalam melihat 
kebenaran tersebut, tidak cukup dengan melihat sesuatu yang nyata, akan 
tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan 
harus melacaknya lebih jauh kebalik sesuatu yang nyata tersebut (Moleong, 
2018: 6). 
Penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk memahami isu-isu rinci 
tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang juga digunakan untuk 
lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak 
diketahui. Tipe penelitian ini dianggap sangat efektif untuk dipakai karena 
menggambarkan keadaan obyek yang ada pada masa sekarang secara 
kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. 
3.2 Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu pada Kantor 





3.3 Waktu Penelitian 
Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. 
3.4 Tehnik Penentuan Narasumber 
Menurut sugiyono (2018) dalam penelitian kualitatif, tehnik sampling 
yang sering digunakan adalah purposive sampling, adapun yang dimaksud 
purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan 
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang atau sebjek 
tersebut dianggap paling tau tentang apa yang diharapkan oleh peneliti 
sehingga dapat memudahkan peneliti mendapatkan informasi atau tentang 
situasi yang diteliti. 
Tabel 3.1 Narasumber Penelitian 
No Narasumber Jumlah 
1 Kepala Desa 1 
2 Sekretaris Desa 1 
3 Bendahara Desa 1 
4 Ketua BPD 1 
5 Masyarakat 1 
6 Kepala Dusu 1 
 
3.5 Sumber Data 
Sumber data yang di gunakan merupakan bagian yang terpenting dalam 
penelitian ini, maka pencarian data yang di pergunakan dari penelitian ini 
diperoleh dari: 
a. Pertama, sumber primer yaitu peraturan undang-undang tentang 
Kebijakan Aloskasi Dana Desa. 
24 
 
b. Kedua, sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari wawancara, 
buku-buku, artikel, mengambil berdasarkan sumber yang di himpun dari 
media masa maupun dari laporan-laporan yang dapat mengetahui 
gambaran-gambaran secara khusus tentang kebijakan alokasi dana Desa. 
3.6 Tehnik Pengumpulan Data 
Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 
skripsi ini adalah: 
a. Obsevasi 
Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat 
bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi 
juga adalah metode dasar dalam memperoleh data dalam penelitian 
kualitatif. penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu 
peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut 
terlibat dalam kegiatan tersebut. 
b. Wawancara 
Tehnik wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth 
interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan 
wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 
menemukan permasalahan serta lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 







Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa 
diperoleh melalui catatan tertulis, fakat yang terarsip, seperti cacatan 
harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya. 
3.7 Tehnik Analisis Data 
Analisis data kualitatif, Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2018: 280), 
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa 
yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
Adapun Proses analisis data dilakukan yaitu dengan beberapa tahapan, sebagai 
berikut : 
a) Reduksi Data 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
fokus pada hal-hal yang penting. Reduksi data bisa dilakukan dengan  
jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan upayah membuat 
rangkuman yang poko, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu 
dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. 
b) Penyajian Data  
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan 
alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif 
26 
 
biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa 
mengurangi isinya. 
Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran 
keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya  menyajikan data sesuai 
dengan poko-pokok permasalahan. 
c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
Peneliti berupayah mencari makna dari data yang dihasilkan 
dalam penelitian, serta menganalisa data dan kemudian membuat 
kesimpulan. Verifikasi atau penarikan kesimpulan ditempuh guna 
memadatkan dari keseluruhan informasi data yang ada menjadi lebih 
singkat dan mudah untuk dipahami tanpa mengurangi esensi yang ada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
